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Revist Undang-Undang Lalu Lntas akan dtselesalkan tahun ni.

Yohanes Paskalls

yohanes paskalis@tempo.co.id

JAKARTA - Komisi Perhy-
bungan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia
berupaya melegalkan sepe-
da motor sebagai anghut-
an urmum atau ojek, mela-
lui revisi Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 ten-
tang Lalu Lintas dan Ang-
kutan Jalan,

 Ketua Komisi Perhu-
bungan DPR, Lasarus, .

mengatakan pembahasan
aturan baru bisa diselesa~
kan tahun ini karena hanya
berupa penambahan poin
“Revisi int sifatnya terba-
tas dan fokus kami hanya ru
memastikan  angkutan
ojek online diatur undang-
undang," kata dia di Kor-
pleks Parlemen, Senayan,

Jakarta Pusat, kemarin,
Perubahah UU Nomor 22
Tahun 2009 dipicu persoal-
an ojek online yang' ber-
larut-larut, Kemarin siang,
DER herdiskusi dengan
perhimpunan  pengemudi
ojek online, seperti Perhim-
punan Pengemudi Trans-
portasi dan Jass Daring
Indonesia (PPTIDI) serta
Gabungan Aksi Roda Dua
(Garda).
Menurut Lasarus, atur-
an tertinggt untuk angkut-
an umum itu bisa diubah
untuk  menyelesaikan
sejumlah  persoalan ojek
online, dar! tari, kemitra-
an, hingga kewajibn per-
usehaan aplikasi terhadap
mitrapengemudi. Menu-
t dia, ojek online berja-

.lan hampir 10 tahun tanpa

status legal,
Komisi  Perhubungan
DPR mengusulkan revi-

si UU ini dalam Program
Legislasi Nasional (Pro-
legnas) 2020, bersama 50
aturan prioritas lainnya,
Sempat dibahas di level
panitia kerja, rancangan
afuranbary kemydian dise-
tor kepada Badan Legisla-
si DPR pada akhir 2019,
Aburan itu disimpan Badan
Musyawarah DPR sambil
menunggu rapat paripima
dalam waktu dekat.
Lasarus  mengatakan
paa semester [ 2020 Komi-
siPerhubunganakanmeng-
kaji dampak dan urgensi
egalisasi 0jek serta mene-
rima masukan -dari regu-
ator, perwakilan konsu-
men, serta penyedia aplika-
st ojek online, yaitu Gojek
dan Grab Indonesia,
Keta PPTID], Igun
Wicaksono, mengatakan
akan menyumbang kaji-
an untuk legalisasi ojek.

Aturantertinggi
untuk angkutan
umum itu bisa diubah
untuk menyelesaikan
sejumlah persoalan
ojek online, dari tarif,
kemitraan, hingga
kewajiban perusahaan
aplikasiterhadap
mitra pengemudi

“Sejak dua tahumlalukami |
merintis data dari berba-

gai daerah soal pengemudi.
yang kesulitan beroperast

tanpa legalitas," jar dia,
Ketua Umum Gabungan
Admin Shelter Pengermu-
di Ojek Online Lampung,
Miftahul Huda, mengata-
an regulas yang diterbit-
kan Kementerian Perhu-
bungan pada pertengahan

2019 juga tak efektif. Hal
itu membuat pengemudi
mencart aturan yang lebih
tinggi, “Tak ada mekanis-
me sanksi. Jadi, aturan soal
kemifraan dan tarif dilang-
gar terus,"kata dia.

Lewat pendekatan dis-
kresi, Peraturan Mente-
1i Perhubungan Nomor 12
Tahun 2019 dan Keputus-

‘an Menteri Perhubung-

an Nomor 348 Tahun 2019
dibuat sebagai pedoman
hargadan keselamatan
layanan roda dua tersebut,

Berawel dart lima kota,
- dhuren itn aktimya diber-
Iakukan penuhd1221w1la
yah opetasi Gojek dan 224

wilayah Grab.
Direktur Anglutan Jalan

dan Multimoda Kemente-

rian Perhubungan, Ahmad
Yani; mengatakan sank-
s unfuk penyedia apli-
kasi bisa diberikan lewat

Kementerian Komunika-
si dan Informatika, hanya
berbekal surat rekomenda-
si dan bukti pelanggaran,
“Tapi saat kami memin-
ta data bukti dari driver,
malah tidak ada," ucap dia
kepada Tempo. “Tak hisa
sembarangan nuduh,”
Pelaksana tugas Kepa-
la Biro Hubungan Masye-
rakat Kemenkominto, Fer-
dinandus Setu, memasti-
kan rekomendasi sanks,
ringan maupun berat, bisa
diterapkan dengan cepat, -

- Meski tak mengatur lang-

sung perusahaan- aplika-
si ojek daring, kata dia,
Kementerian Perhubungan
merniiki hak sebagai peng-

_awas sektor bisnis terse-

but, “Pasti kami fut, Tapi

sejauh fni belum banyak

laporan,kata dia.
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